
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA    
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI A 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang 
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiayaaan dalam tahun anggaran berjalan, 
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Anggaran 2011; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Tahun 

1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam  

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga  atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan ; 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 

Nomor 13 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 106); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri 

E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 114); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 18 Seri A); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2011 Nomor 15 Seri A); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama : 
DEWAN   PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Dan 
 

BUPATI BANJARNEGARA 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2010 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2011. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
semula berjumlah Rp. 1.025.449.717.000,00 (Satu triliyun dua puluh lima 
milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu 
rupiah) betambah sejumlah Rp. 84. 669.968.000,00 (Delapan puluh 
empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam 
puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.110.119.685.000,00 
(Satu triliyun seratus sepuluh milyar seratus sembilan belas juta enam 
ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
 
a. Pendapatan : 

1. Semula : Rp. 984.557.160.000,00 
2. Bertambah : Rp.   70.605.174.000,00 
Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

Rp. 1.055.162.334.000,00 

 
b. Belanja  : 

a. Semula : Rp. 1.025.449.717.000,00 
b. Bertambah : Rp.      84.669.968.000,00 
Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

Rp. 1.110.119.685.000,00 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.   ( 54.957.351.000,00) 
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c. Pembiayaan  : 
1.  Penerimaan Pembiayaan 
1.1) Semula : Rp. 46.446.800.000,00 
2.1) Bertambah : Rp. 13.771.551.000,00 
Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan 

Rp. 60.218.351.000,00 

 
2. Pengeluaran Pembiayaan : 

1.1) Semula : Rp. 5.194.000.000,00 
2.1) Bertambah : Rp.      67.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan 

Rp. 5.261.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah 
perubahan 

Rp. 54.957.351.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rp. 0,- 

 
Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah : 

1. Semula : Rp. 60.278.746.000,00 
2. Bertambah : Rp.   2.801.486.000,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah Perubahan 

Rp. 63.080.232.000,00 

 
 
 

b. Dana Perimbangan : 
1. Semula : Rp. 665.017.865.000,00 
2. Bertambah : Rp.        361.033.000,00 
Jumlah Dana Perimbangan 
setelah Perubahan 

Rp. 665.378.898.000,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah : 
1. Semula : Rp. 259.260.549.000,00 
2. Bertambah : Rp.   67.442.655.000,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah setelah 
Perubahan 

Rp. 326.703.204.000,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Dana Perimbangan : 

1. Semula : Rp.   9.321.000.000,00 
2. Bertambah : Rp.      818.500.000,00 
Jumlah Pajak Daerah setelah 
Perubahan 

Rp. 10.139.500.000,00 

 
b. Retribusi Daerah : 

1. Semula : Rp. 40.365.131.000,00 
2. Bertambah : Rp.      490.157.000,00 
Jumlah Retribusi Daerah setelah 
Perubahan 

Rp. 40.855.288.000,00 

 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : 

1. Semula : Rp.   3.663.700.000,00 
2. Bertambah : Rp.      196.980.000,00 
Jumlah Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan 

Rp.   3.860.680.000,00 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : 

1. Semula : Rp.   6.928.915.000,00 
2. Bertambah : Rp.   1.295.849.000,00 
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah setelah 
Perubahan 

Rp.   8.224.764.000,00 

 



 13 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak : 

1. Semula : Rp. 37.056.485.000,00 
2. Bertambah : Rp.      657.927.000,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah 
Perubahan 

Rp. 37.714.412.000,00 

 
b. Dana Alokasi Umum : 

1. Semula : Rp. 562.584.580.000,00 
2. Berkurang : Rp.        296.894.000,00 
Jumlah Dana Alokasi Umum 
setelah Perubahan 

Rp. 562.287.686.000,00 

 
c. Dana Alokasi Khusus : 

1. Semula : Rp. 65.376.800.000,00 
2. Bertambah : Rp. - 
Jumlah Dana Alokasi Khusus 
setelah Perubahan 

Rp. 65.376.800.000,00 

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan : 
 
a. Pendapatan Hibah : 

1. Semula : Rp. 2.135.372.000,00 
2. Bertambah : Rp. - 
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 2.135.372.000,00 

 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi : 

1. Semula : Rp. 22.611.225.000,00 
2. Bertambah : Rp.      911.486.000,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 
dari Provinsi setelah Perubahan 

Rp. 21.699.739.000,00 
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : 
1. Semula : Rp. 167.708.162.000,00 
2. Bertambah : Rp.   12.719.181.000,00 
Jumlah Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus setelah 
Perubahan 

Rp. 180.427.343.000,00 

 
d. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah Lainnya : 
1. Semula : Rp.   66.805.790.000,00 
2. Bertambah : Rp.    55.634.960.000,00 
Jumlah Dana Alokasi Khusus 
setelah Perubahan 

Rp. 122.440.750.000,00 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri 

dari : 
a. Belanja Tidak Langsung : 

1. Semula : Rp. 698.985.162.000,00 
2. Berkurang : Rp.     4.616.053.000,00 
Jumlah belanja Tidak Langsung 
setelah Perubahan 

Rp. 694.369.109.000,00 

 
b. Belanja Langsung : 

1. Semula : Rp. 326.464.555.000,00 
2. Bertambah : Rp.    89.286.021.000,00 
Jumlah Belanja Langsung 
setelah Perubahan 

Rp. 415.750.576.000,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri dari jenis belanja : 
 
a. Belanja Pegawai : 

1. Semula : Rp. 619.289.589.000,00 
2. Berkurang : Rp.    11.498.549.000,00 
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Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan 

Rp. 607.791.040.000,00 

 
b. Belanja Hibah : 

1. Semula : Rp. 17.195.000.000,00 
2. Berkurang : Rp.        29.504.000,00 
Jumlah Belanja Hibah setelah 
Perubahan 

Rp. 17.165.496.000,00 

 
c. Belanja Bantuan Sosial : 

1. Semula : Rp. 25.708.000.000,00 
2. Bertambah : Rp.   5.142.000.000,00 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah Perubahan 

Rp. 30.850.000.000,00 

 
d. Belanja Bantuan Keuangan : 

1. Semula : Rp. 34.292.573.000,00 
2. Bertambah : Rp.                           0,- 
Jumlah Bantuan Keuangan 
setelah Perubahan 

Rp. 34.292.573.000,00 

 
e. Belanja Tidak Terduga : 

1. Semula : Rp. 2.500.000.000,00 
2. Bertambah : Rp. 1.770.000.000,00 
Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah Perubahan 

Rp. 4.270.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai : 

1. Semula : Rp. 15.002.133.300,00 
2. Bertambah : Rp.      550.971.500,00 
Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan 

Rp. 15.553.104.800,00 
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b. Belanja Barang dan Jasa : 
1. Semula : Rp. 159.999.838.500,00 
2. Bertambah : Rp.   39.154.418.550,00 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 
setelah Perubahan 

Rp. 199.154.257.050,00 

 
c. Belanja Modal : 

1. Semula : Rp. 151.462.583.200,00 
2. Bertambah : Rp.   49.580.630.950,00 
Jumlah Belanja Modal setelah 
Perubahan 

Rp. 201.043.214.150,00 
 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c 
terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah  :  
1. Semula : Rp. 46.446.800.000,00 
2. Bertambah : Rp. 13.771.551.000,00 
Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan 

Rp. 60.218.351.000,00 

b. Pengeluaran sejumlah : 
1. Semula : Rp. 5.194.000.000,00 
2. Bertambah : Rp.      67.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan 

Rp. 5.261.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. SILPA ( Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ) tahun anggaran 
sebelumnya sejumlah  :  
1) Semula : Rp. 39.946.800.000,00 
2) Bertambah : Rp. 11.739.339.000,00 
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Jumlah SILPA ( Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran ) tahun 
anggaran sebelumnya setelah 
Perubahan 

Rp. 51.686.139.000,00 

b. Penerimaan Dana Chanelling sejumlah  :       
1) Semula : Rp. 4.000.000.000,00 
2) Bertambah : Rp.                        0,- 
Jumlah Penerimaan Dana 
Chanelling setelah Perubahan 

Rp. 4.000.000.000,00 

c. Penerimaan kembali Dana UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 
sejumlah  :       
1) Semula : Rp.                        0,- 
2) Bertambah : Rp. 2.032.212.000,00 
Jumlah Penerimaan Dana 
UMKM ( Usaha Mikro Kecil 
Menengah ) setelah Perubahan 

Rp. 2.032.212.000,00 

d. Penerimaan Dana Talangan dari Pemerintah Propinsi sejumlah  :  
1) Semula : Rp. 1.250.000.000,00 
2) Bertambah : Rp.                        0,- 
Jumlah Penerimaan Dana 
Talangan dari Propinsi setelah 
Perubahan 

Rp. 1.250.000.000,00 

e. Penerimaan Pengembalian Dana Talangan dari Kelompok 
Penerima sejumlah : 
1) Semula : Rp. 1.250.000.000,00 
2) Bertambah : Rp.                        0,- 
Jumlah Penerimaan 
Pengembalian Dana Talangan 
dari Kelompok Penerima setelah 
Perubahan sejumlah : 

Rp. 1.250.000.000,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah :  
1) Semula : Rp. 2.694.000.000,00 
2) Bertambah : Rp.      67.000.000,00 
Jumlah Penyertaan Modal 
(investasi) Daerah setelah 
Perubahan 

Rp. 2.761.000.000,00 

b. Pembayaran Dana Talangan Kepada Kelompok Penerima 
sejumlah :  
1) Semula : Rp. 1.250.000.000,00 
2) Bertambah : Rp.                        0,-    
Jumlah Pembayaran Dana 
Talangan setelah Perubahan  : 

Rp. 1.250.000.000,00 

c. Pengembalian Dana Talangan ke Pemerintah Provinsi sejumlah : 
1) Semula : Rp. 1.250.000.000,00 
2) Bertambah : Rp.                        0,-    
Jumlah Pembayaran Dana 
Talangan setelah Perubahan  : 

Rp. 1.250.000.000,00 

d. Sisa Lebih pembiayaan anggaran ( SiLPA ) tahun berkenaan  : 
1) Semula : Rp. 360.243.000,00 
2) Bertambah : Rp. 360.243.000,00 
Jumlah SiLPA ( Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran ) tahun 

berkenaan setelah Perubahan 

Rp.                     0,- 
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari: 

 

Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ; 

Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

Lampiran III 

 

: Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 

Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah; 
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Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; 

Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 
Pasal 6 

 
(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan 

belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah 

daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja /pengeluaran 

sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak. 

(3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai 

berikut :  

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja 

tidak terduga. 
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(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 

dengan cara : 

a.  menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau 

a. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2)  mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 

dan masyarakat. 

(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam 

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 7 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati. 
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Pasal 8 
 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA                       
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI A 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Daerah 
 
 

 
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19600519 198510 1 001 

 

Ditetapkan di Banjarnegara 
Pada tanggal 1-10-2011 
BUPATI BANJARNEGARA, 
                  Cap ttd, 
               D J A S R I 

Diundangkan di Banjarnegara 
Pada tanggal 1-10-2011 
SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI                     

 


